0 Menimbang

0 Mengingat

WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

. a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terutama di

bidang Pengadaan Barang/Jasa perlu dilakukan upaya-upay
perbaikan dalam proses dan mekanismenya sehingga mc njadi
lebih terpadu, efektif, efisien dan transparan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kKementeranboroon
Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyii Lot o
dapat memberikan pelayanan/ pembinaan o !
Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  Sebhoginia

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikot
tentang Pembentukan Unit Lavanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa Pemerintah Kota Tomohorn,

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentong Pemibe s

Kabupaten Minahasa Sclatan dan kKot Tomab
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Repubitk bredores.
2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentany Pemenintatoag

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesic Tabas
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk frctenes
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa Kadi tork o
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentene
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3.2 Tahuy 2ol
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) %




¢

Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentare Doy
Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Nevara et
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaian fovn
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tens
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antaru e
Pemerintahan Daerah Provinst dan Perennion
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tndonesae o
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neword R
Indonesia Nomor 4737}.

Peraturan Presiden Nomor 106 Taliuin ZUUC toistaing wo o
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasu Pemerinitals

Peraturan Presiden Republik Indonesia Notmwr Vo b o .
tentang Perubahan Kedua Atas Poeraturan Proselons
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang: Jasa Pornen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomiei
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot @ ERREE
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2o
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Meoentert  Dadutin
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomuan Pengeloluan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahuwi 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Dacraby
Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahiun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012
Nomor 15);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan
Pengadaan;

~

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
(ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA TOMOHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

nall o

Daerah adalah Kota Tomohon.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
Walikota adalah Walikota Tomohon.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnva disebut SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Dacrahr b fesoan
Pemerintah Kota Tomohon yang mengguilakais Al
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya  disend

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk mengero
barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya drmuias e
perencanaan kebutuhan sampal  diselesaticaniva
kegiatan untuk memperoleh barang jnss

Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa  vain suo
disebut ULP adalah unit organisas) pemerinlabe vata Doy



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

struktural maupun non struktural yang bertugas untuk
menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah
kelompok kerja yang berjumlah gasal beranggotakan puiing
kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan
pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut (KPA)
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA.

Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan,
yang pertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang dan/atau jasa  milik  negara/deenih
masing-masing SKPD.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usabic ot
perseorangan yang kegiatan usahanva menvediakan Gy
layanan jasa .

Barang adalah sctup benda baik bemwvagiar ogo
berwujud, bergerak maupun tdak bergerok. vine o
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau Ao ke
oleh pengguna barang.

Pekerjaan  Konstruksi adalah  scivran e
berhubungan dengan konstruksi banguenas o

wujud lainnya.

Jasa Konsultansi adalatr jase oo

membutuhkan keahlian tertenta chterbonas 0od

yang mengutamakan adanyea olady prisin cbraardeal

Jasa Lainnya adalah jasa vang meinbutuiiko Kenaag e
tertentu yang mengutamakan keterampilan (sbodivoaren o
suatu sistem tata kelola vang telab dikenoi oas b L
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaun dtaie e
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsoitene
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengaduan batane
Industri kreatif adalah industri vang berasal da pernag Do
kreativitas, gagasan orisinal, keterampilun sertu bakal Saivida
untuk menciptakan kebijaksanaan serta lapangan pekerjaad
melalui penciptaan dan kesejahteraan serta lapangan
pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreast
dan daya cipta.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
Unit Layanan Pengadaan/Pejabat pengadaan yang memuat
informasi dan ketentuan yang ditaati oleh para pihak dalam
proses Pengadan barang/jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia
Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah
tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuﬁ
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profesi di bidang pengadaan barang; jasa puriiaii o

merupakan persyaratan seseorutiy Wik it
pengguna barang/jasa atau paniii el
BAB I
PEMBENTURAN
Pasal 2
Dalam rangka meningkatkan efisicusi, clekifitos trasp oo
persaingan sehat, dan akuntabilitas dadan:  polarsoroau
pengadaan barang/jasa pemerintah, dibentuk Unit Lo

Pengadan (ULP) Pemerintah Kota Tomohon.

BAB Il
TUJUAN
Pasal 3

Pembentukan ULP Pemerintah Kota Tomohon dengan tujuan:

(1) Menjamin pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  lebih
terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadier,

(2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi.

BAB IV
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN TUGAS ULP
Pasal 4

ULP Pemerintah Kota Tomohon merupakan unit ket di
lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang bersifat  non
struktural, khusus menangani proses Pengadaan Barang Jusi
lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dan melekat pada Bugian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tomohuit.

Pasal 5

(1) Ruang Lingkup pelaksanaan tugas ULP Pemerintahr Kota
Tomohon mencakup pelaksanaan pengadaan barany; Jasu
melalui penyedia barang/jasa;

(2) Pengadaan barang/jasa diluar ruang lingkup sebuagaimn
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejubat Pengadaar.
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunduang
Undangan yang berlaku.

Pasal 6

ULP Pemerintah Kota Tomohon mempunyai tugas schagis

(1) Mengkaji ulang Rencana Umum  Pengadoon
bersama PPK;

(2) Menyusun rencana pemnilihan penvediu bt o

(3) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan  barany isa b
website Pemerintah Dacrah dan papuanl peligailiviiet. st
untuk masyarakat scrta PeTVa PR s
umumkan pada Portal Pengadaan Nzib‘lt)Iidi}/z

[RURI
Coad Lo



(4) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikas
atau pascakualifikasi;

(5) Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap
penawaran yang masuk,

(6) Menjawab sanggahan

(7) Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinear
dokumen penyedia barang/jasa kepada PPK;

(8) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,

(9) Mengusulkan Harga Perkiraan Sendiri, kerangka acuan
kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak
kepada PPK;

(10) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpitian
Institusi;

(11) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Keglatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

(12) Menyusun dan melaksanakan strategl Periociia
Barang/Jasa dilingkungan ULP;

(13) Melaksanakan Pengadaan Barang, Joasi deneoa et
sistem pengadaan sccara clektronih v it

(14) Melaksanakan  cvaluasi  terhadap  proses Brodie o
Barang/Jasa yang telah dilaksanakan; dan

(15) Mengelola sistem informasi manajemen Dt
mencakup dokumen pengadaan, data suves
kebutuhan barang/jusa, daftur hitan penveds

Puasid

ULP Pemerintah Kota Tomohoil meipuiivitd keweiiedid oo o

berikut :
(1) Menetapkan Dokumen Pengadaati;
(2) Menetapkan besaran nominal Jaminan Perawara,
(3) Menetapkan pemenang untuk:
a.Pelelangan atau Penunjukan Langsuny untis
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksy/Juasa ot
yang bernilai paling tinggi RP. 100.000.000.000. VU © seratun
milliar rupiah); atau

b.Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi vyang bernilai paling tingg: Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah);

(4) Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA  pada
sKementrian/ Lembaga /Institusi atau Kepala Daerah untuk
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya vyang
bernilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus milliar
rupiah)dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp
10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;

(5) Mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa
yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuail,
pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam; dan

(6) Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia
Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau
tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua aLu?



‘

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahurn 2010 oty P
Barang/Jasa Pemerintah.

BAB V
ORGANISASI
Pasal 8
(1) Susunan Organisasi ULP Pemerintah Kota Tomohonr terdin
dari:
a. Kepala,

b. Sekretariat;
c. Kelompok Kerja, meliputi:
1. Kelompok Kerja Pengadaan Barang;
2. Kelompok Kerja Pekerjaan Konstrukst;
3. Kelompok Kerja Jasa Konsultansi; dan
4. Kelompok Kerja Jasa Lainnya.
(2) Struktur Organisasi ULP Pemerintah Kota Tomohon akan
dibuatkan Surat Keputusan Walikota Tomohon

Pasal 9

(1) ULP Pemerintah Kota Tomohon dipimpin oleh scorang Kepala
(2) Kepala ULP Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP:

b. Menyusun dan melaksanakan  strategi  Purigacaa,
Barang/Jasa ULP;

c. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;

d. Mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jusa
ULP dan melaporkan apabila ada penyimpatgan dien ati
indikasi penyimpangan,

e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksuatiaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa  kepada Menteri
Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpiian st

f Melaksanakan pengembangan dan pembiitaan Sl
Daya Manusia ULP;

g. Menugaskan anggota Pokja sesuai dengun beban ke
masing-masing;

h. Mengusulkan penempatan/pennndabiat, SO IR
anggota Pokja ULP kepada Menteri; Kepala I
Daerah/Pimpinan Institusi dan/atau PA/KPAT dan

i. Mengusulkan Staf Pendukuny  ULP  susaa

P

[SRSUR P IIREAY

kebutuhan.
(3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud padi ayal i) i
merangkap dan bertugas sebagai anggota Polkju UL o

memiliki sertifikat

Pesad 1ol

(1) Sekretariat ULP Pemerititadn oto bosie b
dimaksud dalam gasal & avar (10ohaman
seorang Sekretari



(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempuinye

tugas:

a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawalan,
tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;

b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan;

c. Menyediakan dan memeliharan sarana dan prasariaiia
kantor,

d. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja
dalam Pengadaan Barang/Jasa;

e. Menyediakan dan mengelola  sistem nforiitsi ot
digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Baratig/ Juoe

f Mensosialisasikan kebijakan dan  kegiatan Penooarn

Barang/Jasa;
g. Menyediakan informasi Pengadaan BarangJusu
masyarakat;

h. Menerima dan mengkoordinasikan penuadin,
sanggahan yang disampaikan oleh faesyaliad,
i, Melakukan pemantauan dat evaduiast tethn oy
Barang/Jasa;dan
j. Melakukun perencait:
«® biaya pengadaan.
(38) Sekretaris ULP sebagainain ditnassa bopad
merangkap dan bertugas sebagal atiggota Bl
memiliki sertifikat

[
RS !

Pasal 11
(1) Susunan keanggotaan masing-masing Pokja hotiain

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat canig
dengan kompleksitas pekerjaan.
(2) Kelompok Kerja ULP mempunyal tugas sebagal berikut.
a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi  dan Flarya
Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksn
b. Mengusulkan perubahan  Harga Perkiraan  Sendiri,
Kerangka Acuan Kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan
rancangan kontrak kepada PPK;
\ ‘ c. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasu dun
menetapkan dokumen pengadaan;

d. Melakukan pemilihan Penyedia Barang/jasa mulai  dari
pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampal dengan
menjawab sanggah;

e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada
Kementrian/Lembaga/lnstitusi Lainnya atau Kepala Dacrah
untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Kontruksi/Jasu Lainnva
yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000,- (scratus mithar
rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai diatas
Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milliar rupiah) melalui Kepala
ULP;

f. Menetapkan pemenang untuk :

1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bernilai paling tinggli Rp. 100.000.000.000,-

(seratus milyar rupiah);ata



2. Seleksi atau Penunjukan Langsung unruk Dokl
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai pahng tnggi
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

g. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK
melalui Kepala ULP;

h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan
Barang/Jasa kepada Kepala ULP;

i. Memberikan data dan informasi kepada Kepuala ULP
mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan
perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran
lainnya; dan

j. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahl
kepada Kepala ULP.

(3) Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dapat dibentuk
satu atau lebih Kelompok Kerja ULP sesuai dengan kebutuhan.

(4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadl  Pejabat
Pengadaan di luar ULP.

Pasal 12

Kelompok Kerja ULP harus memenuhi persyaratan sebagal berikut.,

(1) Memiliki integritas, disiplin,dan tanggung jawab  dalam
melaksanakan tugas,

(2) Memahami pekerjaan yang akan diadakan;

(3) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi  tugas
ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yung
bersangkutan,;

(4) Memahami isi dokumen,metode dan prosedur Pengadaa

(5) Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Bz G
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

(6) Menandatangani Pakta Integritas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 13

(1) Keanggotaan Kelompok Kerja Unit Lo P
Pemerintah Kota Tomohon diusulkan olch hepaae L
Kepala Daerah.

(2) Pembinaan fungsional anggota Kelompok Reree Dot
Pengadaan (ULP) dilaksanakan oleh Kepuda UL

(3) Untuk menunjang kinerja Uil Lavariain  boiiacbhn
perangkat ULP diberikan kompensasi atain e s

besarnya disesuaikan dengan kemampuiain Ko v o
BARB VI
TATA KIERJA
Pasal 14
(1) ULP Pemerintah Kota Tomohon wajib berkoordiaess o

menjalani hubungan kerja dengan SKPD  di Lo
Pemerintah Kota Tomohon.
(2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada avat (i}

meliputi?



a. Menyampaikan laporan secara periodik tentany,
perkembangan pelaksanaan pengadaan,

b. Mengadakan konsuitasi secara periodik atau sesuai dengan
kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan  vang
dihadapi dalam proses pengadaan;

c. Memberikan pedoman atau petunjuk kepada SKPD dadam
penyusunan rencana Pengadaan Barang/Jasa,

d. Melaksanakan pedoman dan  petunjuk o pereiies
pelaksanaan pengadaan yang ditentukan olehy Walibote

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksonon o
ULP Pemerintah Kota Tomohon, dibebankan | ARINCTE S
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Tomohot.

BAB IX
l KETENTUAN PENUTUP

s Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundakon
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundanpan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah kKota Tomohot /

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Januari 2015

WALIK TOMOHON,

]

JIMMY FEIDIE EMAN
M —

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013 NOMOR 51




